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INTISARI 

Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah dalam proses perumusan 
peraturan daerah pada masa orde baru, mulai dari draftnya samapai peraturan daerah 
itu disyahkan kesemuanya didominasi oleh Eksekutif tanpa ada perubahan sedikitpun 
dari Legislatif. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan seiring dengan gencarnya reformasi dibidang 
politik telah membuka jalan Legislatif untuk memproses disertai mengubah 
perumusan peraturan daerah yang diajukan Eksekutif. 

Permasalahan dalarr: penelitian adalah : 1) Bagaimana Hubungan antara 
lembaga Eksekutif-Legislatif dalam perumusan Peraturan Daerah 2) Apa kelebihan 
dan keki;rangan hubungan antara lembag2 

-
Eksekutif dan Legislatif dalam proses 

perumusan Peraturan Daerah Kota Sibolga. 

Penelitian ini menggunakan rnetode kualitatif, dengan maksud untuk 
mendapatkan deskripsi yang rriendalam mengenai hubungan Legislatif dan Eksekutif 
daerah _ dalam proses perumusan peraturan daerah. Pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi. Lokasi penelitian di 
Pemda Kota Sibolga dan DPR D. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembahasan peraturan daerah 
tentang Susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sibolga, sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah berlangsung lebih baik dibandingkan 
dengan masa sebelumnya (orde baru). T ahap-tahap pembicaraan yang telah diatur 
dalam T ata T ertib DPR D dilalui dengan baik dan terjadi diskusi publik. Dimana 

·pendapat dari anggota itu sangat dihargai, sehingga kelebihan Perda yang dibahas 
bersama itu menjadi akuntabilitas, efektif dan demokrasi dalam arti sejajar sebagai 
mitra Eksekutif. 

Walaupun disana-sini masih ada kekurangan terutama pada anggota 
Legislatif seperti SOM, cara rekrutmen anggota dan kendala dari tata tertib DPR D. 
Tapi walaupun telah ada kebebasan mengajukan pendapat, sampai sekarang belum 
ada Peraturan Daerah yang dibahas atas inisiatif anggota DPR D. Semuanya R aperda 
masih didominasi oleh Eksekutif. 
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Abstract 

T he relation of Legislative and local Executif in he form ulation process of 
local ordinance in the period of the new orde, staterd from the draft up to the local 
ordenance is legalized com pletely dom inated by the Executif without any changing of 
the Legislative by the application of the ordanance num ber 22. 1999 about the local 
governm ent and in the sam e tim e by the repeatedlyreform ation in the political field 
have been opened the way for Legialative to process the local ordenance form ulation 
given by the Executive. 

T he problem of the research are : I) How are the realization of the 
relation patten between the board of Executive - Legeslative in the form ulation of 
the local ordonance. 2) What the benefit and weaknessof the relation pattern changing 
between the bord of Executive - Legeslative in the local ordinance form ulation of 
Sibolga City . 

. T his research uses quantitative method, by the aim of-the deep description 
about the relation of Local Legislative and Executive in the procees of local 
ordonance form ulation. T he collecting of data uses the the interview technique 
deeply, ducum entation. T he location of the research in Sibolga City and the Local 
people's representative. 

T he output of the research shows that in the discussion of Local 
ordanance about the agreem ent Secretariat Organization Structure OfSibolga City, in 
accordance with ordanance num ber 22. 1999 has been going on better than the form er 
area (new orde). T he steps of the discussion have been ruled by discipline ruled of the 

_board Local people's representative done well and the public discussion happened in 
which the opinion of the m em bers is appreciated, so the benefit of local rules which 
are discussed together becom e accountable, efective and dem ocratist in the m eaning 
of eguality as the team of Excecutive. 

Although there are som e weakneses especially in the m em ber of 
Legislative such as hum an resouce, the way of recruiting the m em bers and the 
haudicap from the discipline rules of the local people's representative board. But 
although there has been fredom to tell the opinion, up to now there hasn't been the 
local rules which are discussed by the initiative of the local people's representative 
board m em bers. All of the local rules are still dom inated by the Excecutive. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada masa orde baru, telah banyak kita mendengar pernyataan dan 

membaca tulisan yang mengkritik tentang keberadaan Legislatif (DPRD) dan 

Eksekutif Daerah Indonesia. DPRD lebih banyak berperan sebagai mitra yang kurang 

seimbang dari Kepala Daerah yang juga- merangkap Kepala Wilayah. Kedudukan 

DPRD sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah selama ini ada anggapan 

seolah--olah sebagai mitra Kepala Daerah, DPRD lebih banyak dituntut untuk 

mengikuti arah kebijakan Pemerintah Daerah yang sudah terleoih dahulu dirumuskan 

oleh Kepala Daerah. 

Antara Legislatif dan Eksekutif di jaman Orde Baru terjadi hubungan 

dominatif, dimana Pemerintah Daerah yang berkuasa mengawasi dan mengatur 

rakyat. Karena Kepala Daerah itu merangkap Kepala Wilayah sering dengan sebutan 

penguasa tunggal (Wakil Pemerintah Pusat di Daerah). Disini dia membina dan 

mengawasi langsung partai politik, organisasi yang ada ditengah masyarakat dan juga 

mengawasi kinerja DPRD. Dimana DPRD praktis tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya baik sebagai pembuat kebijakan maupun sebagai pengawas. Karena 

menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 DPRD itu merupakan bagian dari 

Pemerintah Daerah, jadi secara struktural dibuat tidak bisa berbuat apa-apa (seperti 

hak angket tidak dapat dipergunakan karena belum diatur dengan Undang-Undang 
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dan harus mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Depdagri). Para anggota DPR D 

diharuskan patuh terhadap petunjuk pimpinan partai dari pada konstituennya. Partai 

diawasi dibina oleh Eksekutif, karena sarana pendukung pelaksanaan tugas DPR D 

dikendalikan oleh Kepala Daerah (Surbakti, 1999). 

Sejauh ini pengamatan terhadap peran DPR D pada masa Orde 

Baru,menunjukkan bahwa peran DPR D  hanya terbatas pada pembahasan R ancangan 

Peraturan Daerah saja. ltupun tidak terlalu dapat dibanggakan karena pada umumnya 

prakarsa yang mengajukan R ancangan Undanng-Undang semuanya datang dari pihak 

Eksekutif /Kepala Daerah (R asyid, 1997). Fakta menunjukkan bahwa selama Orde 

Baru inisiatif mengajllkan Rancangan Undang-Undang semuanya datang dari pihak 

Eksektif/ pemerintah. Pada saat pembahasan Peraturan Daerah, anggota DPR D jarang 

menggunakan hak-hak yang dimiliki karena memang situasi kurang mendukung 

untuk itu oleh karenanya sering muncul ungkapan hanya sebagai "tukang Stempel" ( 

rubberstamp) dari Peraturan Daerah yang telah dirancang Eksekutif. 

Arus reformasi yang sedang marak di Indonesia telah berpengaruh 

terhadap kedudukan lembaga Legislatif dan Eksekutif. Reformasi politik melalui 

enetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang partai politk, Undang

Undang Nomor 4 tentang susunan kedudukan MPR, DPR ,  dan DPR D, dan Undang

Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah telah mengubah hubungan 

Legislatif dan Eksekutif Daerah yang selama ini berlangsung dengan cara-cara Orde 

B u. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan 

rah yakni DPR D dipisahkan dengan pemerintah daerah dengan maksud lebih 
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